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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Kementerian Keuangan merupakan salah satu instansi pemerintah yang
mempunyai peranan untuk membantu melakukan pembangunan perekonomian di
Indonesia. Peranan Kementerian Keuangan adalah untuk menyelenggarakan urusan
dibidang keuangan dan kekayaan negara didalam Pemerintahan. Kementerian
Keuangan merupakan bendahara suatu Negara yang mengelola semua urusan
Keuangan. Dalam mengelola kekayaan negara yang ada, Kementerian Keuangan
mendirikan beberapa organisasi dibawahnya, salah satunya yaitu Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara (DJKN). DJKN mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan
lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
170/PMK.01/2012, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara memiliki tugas untuk
menyempurnakan organisasi dan tata kerja yang disebut dengan Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). KPKNL mempunyai tugas untuk
melaksanakan pelayanan dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan
lelang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 Piutang Negara
merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau badan-badan yang
baik secara langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan atau perjanjian.
Salah satu contoh dari Badan Negara ialah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS). BPJS merupakan penyelenggara program jaminan sosial untuk memberikan
perlidungan sosial ekonomi kepada masyarakat. BPJS Ketenagakerjaan dilandasi
filosofi kemandirian dan harga diri untuk mengatasi risiko sosial ekonomi.
Kemandirian berarti tidak tergantung orang lain dalam membiayai perawatan pada

waktu sakit, kehidupan dihari tua maupun keluarganya bila meninggal dunia. Harga
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diri berarti jaminan tersebut diperoleh sebagai hak dan bukan dari belas kasihan orang
lain. Agar pembiayaan dan manfaatnya optimal, pelaksanaan program BPJS
Ketenagakerjaan dilakukan secara gotong royong, dimana yang muda membantu yang
tua, yang sehat membantu yang sakit dan yang berpenghasilan tinggi membantu yang
berpenghasilan rendah. Upaya percepatan proses pengurusan piutang negara ditujukan
untuk efisiensi sumber daya yang digunakan seperti waktu, tenaga, dan biaya.
Sedangkan upaya untuk peningkatan efektivitas pengurusan piutang negara ditujukan
untuk memaksimalkan hasil pengurusan piutang negara. Semakin maksimal hasil
pengurusan piutang negara yang terselesaikan, maka semakin banyak piutang negara
yang terselamatkan dari kredit macet.

Dari uraian di atas, jelas terlihat bahwa percepatan dan peningkatan efektivitas
hasil pengurusan piutang negara pada akhirnya ditujukan pada upaya penyelamatan
keuangan negara. Adapun judul yang dikemukakan dalam Laporan Tugas Akhir ini
adalah “PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
BPJS KETENAGAKERJAAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KABUPATEN JEMBER”

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan dari Praktek Kerja Nyata
ini adalah:
a. untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan administrasi Piutang Negara di
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
b. untuk membantu pelaksanaan administrasi Piutang Negara di Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
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1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Kegunaan penyelenggaraan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada
Kantor Kekayaan Negara dan Lelang berguna untuk memperoleh wawasan
pengetahuan dan pengalaman praktis tentang Pelaksanaan Administrasi Piutang
Negara BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL).

1.3 Identifikasi Permasalahan

Piutang Negara merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara
atau badan-badan yang baik secara langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu
peraturan atau perjanjian. Permasalahan mengenai piutang negara ini pun juga banyak
terdapat pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, tidak
sedikit jumlah nasabah BPJS yang menanggung piutang pada negara. Maka dari itu
disini penulis akan membahas mengenai permasalahan piutang negara pada BPJS
Ketenagakerjaan.

1.4 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan lebih dari 144 jam efektif yang
dimulai pada tanggal 01 Februari sampai dengan 28 Februari 2018 pada Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember. Adapun jam kerja yang berlaku
adalah sebagai berikut :
Senin — Jumat :07.30-17.00
Istirahat :12.00 - 13.00
Sabtu — Minggu . Libur
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Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah

ditentukan, adapun jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sebagai berikut :
Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

No

Kegiatan

Minggu ke

Jam

Perkenalan dengan Kepala
Seksi (KaSi) dan staf Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara
dan  Lelang (KPKNL)
Jember

Menerima penjelasan
tentang gambaran umum
KPKNL dan tugas pada Sie
Piutang Negara

Pelaksanaan Praktek Kerja
Nyata : merekap berkas
kasus  piutang  negara,
mencatat  nota  dinas,
mengerjakan surat paksa,
mengerjakan SP3N,
mengerjakan PJPN, dan
menyerahkan berkas piutang
negara

42

Mengumpulkan  data-data
untuk menyusun Laporan
Praktek Kerja Nyata

Menyusun Laporan Praktek
Kerja Nyata

Total

144
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BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Administrasi

Pengertian Administrasi berasal dari kata “administrasi’” berasal dari bahasa
Latin yang terbentuk dari kata “ad” dan “ministrare”. Kata “ad” mempunyai
pengertian yang sama dengan kata “to” dalam bahasa inggris yang berarti ke atau
kepada ““inistrate” mempunyai makna yang sama dengan istilah “to conduct™, ““to
lead”, dan ““to guide” atau : mengarahkan, melayani, membantu, memimpin, dan
membimbing.

Pengertian Administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerjasama yang
dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah
ditentukan dalam struktur organisasi dengan mendayagunakan sumber daya yang ada
untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI), administrasi adalah usaha kegiatan meliputi penetapan
tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi; usaha dan
kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; kegiatan kantor dan
tata usaha. Sondang P Siagian (2008:3) mengemukakan bahwa administrasi di
definisikan sebagai keseluruhan dari proses kerjasama antara dua orang atau lebih
yang didasarkan dari atas rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan dan
telah ditentukan sebelumnya. Menurut George Terry administrasi merupakan
perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta
penggerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengertian administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan dan
pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan
keterangan bagi pihak yang membutuhkan serta memudahkan memperoleh kembali
informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain, atau dengan kata lain
disebut dengan tata usaha, (Gavinov, 2016:1). Sedangkan The Liang Gie (2007 : 11)

mengemukakan bahwa administrasi adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan tata
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usaha yang bersifat mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam perkantoran ataupun

dalam perusahaan.

Berdasarkan pengertian diatas administrasi merupakan kegiatan penataan yang

dilakukan oleh dua orang atau lebih dan saling berkaitan guna untuk mencapai tujuan

secara efektif dan efisien.

2.2.1 Fungsi Admnistrasi

Fungsi Administrasi secara luas dibedakan menjadi 7 macam (Gavinov, 2016)

yaitu: planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting dan budgeting.

a.

Planning (Perencanaan) adalah penyusun perencanaan memerlukan kegiatan
administrasi  seperti pengumpulan data, pengolahan data, penyusunan
perencanaan.

Organizing (Pengorganisasian) adalah aktivitas menyusun dan membentuk
hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan
usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Staffing adalah salah satu fungsi dari manajemen yang menyusun personalia paada
suatu organisasi mulai dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai
dengan usaha untuk setiap tenaga petugas memberi daya guna yang maksimal
kepada organisasi.

Directing (Pengarahan) adalah fungsi manajemen yang berhubungan usaha
memberi bimbingan, saran, perintah-perintah, untuk tugas yang dilaskanakan
dengan baik dan benar-benar tertuju dari yang telah ditetpkan semula.
Coordinating (koordinasi) adalah sebagian dari fungsi manajemen untuk
melakukan sejumlah kegiatan agar berjalan baik dengan menghindari terjadinya
kekacauan, perselisihan, kekosongan kegiatan yang dilakukan dengan
menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga
terdapat kerja sama yang terarah dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi.
Reporting adalah manajemen yang berada pada penyampaian perkembangan atau
hasil dari kegiatan dengan pemberian keterangan dari tugas dan fungsi para

pejabat yang lebih tinggi baik lisan maupun tulisan sehingga dalam menerima
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laporan dapat memperolen gambaran tentang pelaksanaan tugas orang yang
memberikan laporan.

Budgeting adalah suatu kegiatan yang mengelola dan perenchaan yang
berkelanjutan mengenai keuangan atau anggaran.

Sedangkan fungsi administrasi secara sempit menurut Quible ada lima yaitu

fungsi rutin, fungsi teknis, fungsi analisis, fungsi interpersonal, dan fungsi manajerial.

a.

Fungsi rutin merupakan fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran
minimal mencakup pengarsipan dan penggandaan.

Fungsi teknis merupakan fungsi administrasi membutuhkan pendapat, keputusan
dan keterampilan perkantoran yang memadat.

Fungsi analisis merupakan fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran
yang kritis dan kreatif disertai kemampuan mengambil keputusan, seperti
membuat keputusan pembelian.

Fungsi interpersonal merupakan fungsi administrasi yang membutuhkan penilaian
dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan serta keterampilan yang
berhubungan dengan orang lain seperti mengoordinasikan tim.

Fungsi manajerial merupakan fungsi administrasi yang membutuhkan

perencanaan, pengorganisasian, pengukuran dan pemotivasian.

2.2.2 Tujuan Administrasi

Tujuan Administrasi adalah sebagai berikut :
memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai aktifitas-aktifitas
operasional yang ada pada perusahaan yang hubungannya dengan kekayaan dan
sebagainya;
mencatat pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan;
memberikan informasi terperinci mengenai orang-orang, objek-objek, persetujuan
dan sebagainya untuk mempersiapkan dan melaksanakan keputusan, peraturan,

dan perjanjian;
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memenuhi  kewajiban-kewajiban berdasarkan anggaran dasar perusahaan,
undang-undang pemerintah, dan perjanjian-perjanjian untuk menyampaikan atau
mengumumkan data-data tertentu; dan

mengatur komunikasi dengan pejabat-pejabat yang ada dalam perusahaan maupun

dengan pihak luar.

2.2.3 Unsur-Unsur Administrasi

Menurut The Liang Gie dalam buku “Administrasi Perkantoran Modern”,

unsur administrasi terdiri dari :

a.

o

o o

N T @ oo

pengorganisasian;
manajemen;

tata hubungan;
kepegawaian;
keuangan;
perbekalan;

tata usaha; dan

perwakilan.

.2.4 Ciri-Ciri Administrasi

Administrasi memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri antara lain sebagai

berikut (Gavinov, 2016) :

a.
b.
C.

terdapat kelompok manusia yang terdiri dari 2 orang atau lebih;
terdapat kerjasama;
terdapat bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan; dan

terdapat tujuan.
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2.3 Piutang Negara

2.3.1 Pengertian Piutang Negara Menurut Undang-Undang Pasal 8 Nomor 49

Peraturan Pemerintah Pengganti Tahun 1960
Pengertian Piutang Negara menurut UU Pasal 8 Nomor 49 Prp Tahun 1960

adalah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan- badan yang baik secara

langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu Peraturan,

perjanjian atau sebab apapun. Utang yang dimaksudkan dalam pasal tersebut ialah:

a.

langsung terhutang kepada negara dan oleh karena itu harus dibayar kepada
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
terhutang kepada badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian
atau seluruhnya milik Negara, misalnya Bank-Bank Negara, PT Negara,
Perusahanan Negara, Yayasan Perbekalan dan Persediaan, Yayasan Urusan Bahan
Makanan dan sebagainya. Merupakan Hutang pajak tetetap merupakan piutang
negara, akan tetapi diselesaikan tersendiri dengan Undang-Undang Penagihan
Pajak Negara dengan Surat Paksa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960

karakteristik Piutang Negara yaitu :

piutang negara adalah utang yang wajib dibayar;
pihak yang wajib membayar piutang negara adalah orang per orang atau badan;
dan
dasar terjadinya Piutang Negara atau utang kepada negara :
1) Suatu peraturan, misalnya;
a) kewajiban pemegang konsesi pengusaha hutan untuk membayar luran
Hasil Hutan;
b) kewajiban perusahaan untuk mengikutsertakan pegawainya dalam
program BPJS sehingga perusahaan tersebut harus membayar premi; dan

C) sebagainya.
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2) Suatu perjanjian ;
Misalnya perjanjian kredit antara Bank BUMN dengan Debitur, perjanjian
kontrak kerja antara suatu departemen dengan perusahaan kontraktor, tagihan
rekening telepon dari PT. TELKOM (Persero), dan lain sebagainya.

3) Sebab apapun, misalnya tuntutan ganti atas kasus penggelapan uang oleh
Pegawai Negeri, Bendahara, dan sebagainya.

2.3.2 Pengertian Piutang Negara Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

Tentang Pebendaharaan Negara
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mendefinisikan Piutang Negara

sebagai jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak pihak

Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya

yang sah. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui beberapa hal yang terkait

dengan piutangnegara, yaitu:

a.

Piutang negara adalah :

1) sejumlah uang yang wajib dibayar oleh orang per orang atau badan; dan

2) hak negara yang dapat dinilai dengan uang, hak ini tentunya harus diupayakan
untuk ditagih.

Piutang negara tersebut terjadi karena :

1) suatu perjanjian, misalnya perjanjian kontrak kerja antara suatu departemen
dengan perusahaan kontraktor, dan sebagainya.

2) kewajiban pemegang konsesi pengusahaan hutan untuk membayar luran Hasil
Hutan dan Dana Reboisasi; dan

3) akibat lainnya yang sah, misalnya tuntutan ganti atas kasus penggelapan uang
oleh Pegawai Negeri Bendaharawan dan sebagainya.
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2.4 Pengertian Pengurusan Piutang Negara

Berdasarkan Undang-undang No. 49 Peraturan Pemerintah Pengganti Tahun
1960 tentang Panitia Pengurusan Piutang Negara merupakan upaya pemerintah
Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan keuangan Negara, disini
Pengurusan Piutang Negara dilaksanakan oleh Panitia Urusan Piutang Negara
(PUPN).

Berdasarkan undang-undang No. 49 Prp Tahun 1960, PUPN mempunyai tugas
sebagai berikut :

a. mengurus piutang negara yang pengurusannya telah diserahkan kepada Pemerintah
atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak dikuasai oleh Negara
berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apapun;

b. mengurus piutang negara menurut hukum, akan tetapi menanggung utangnya tidak
melunasi sebagaimana semestinya; dan

c. melakukan pengawasan terhadap piutang-piutang yang telah dikeluarkan oleh
negara/Badan-badan negara apakah piutang tersebut benar-benar dipergunakan
sesuai permohonan dan/atau syarat-syarat pemberian kredit.

Terdapat beberapa istilah dalam pengurusan piutang negara sebagaimana
tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 300/KMK.01/2002 yaitu sebagai
berikut :

1. piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau badan-
badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara,
berdasarkan suatu peraturan;

2. piutang negara perbankan adalah piutang negara yang berasal dari bank-bank
milik pemerintah atau daerah, menurut ketentuan yang berlaku wajib
menyerahkan piutang negaranya kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL);

3. penyerah piutang adalah instansi pemerintah, lembaga negara, atau badan usaha
yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara atau dimiliki oleh

Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan
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perundang-undagan yanag berlaku, yang menyerahkan pengurusan piutang
Negara kepada KPKNL;

penanggung utang adalah badan atau orang yang memiliki utang, menurut
peraturan perjanjian atau sebab apapun, termasuk badan atau orang yang
meminjam penyelesaian seluruh utang;

penjamin utang adalah badan atau orang yang meminjam penyelesaian sebagian
atau seluruh utang dari penanggung utang;

barang jaminan adalah harta kekayaan milik penanggung utang atau penjamin
utang yang dijadikan jaminan penanggung utang jika penanggung utang tidak
mampu melunasi utangnya;

harta kekayaan adalah harta kekayaan milik penanggung utang, menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi jaminan
penyelesaian utang; dan

lelang adalah penjualan barang dimuka sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pengurusan piutang negara dilaksanakan dengan dasar hukum Undang-

Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Berikut

ini merupakan proses pengurusan piutang negara :

1.
2.

menyerahkan surat penyerahan piutang negara kepada KPKNL;

KPKNL akan melakukan penelitian atas kasus piutang negara tersebut, yang
dinamakan Resume Hasil Penelitian Kasus (RPHK);

RPHK dapat diterima atau tidak, apabila dapat diterima maka akan diterbitkan
Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) oleh Panitia Urusan
Piutang Negara (PUPN);

setelah SP3N diterbitkan, maka KPKNL akan melakukan panggilan kepada
Penanggung Hutang (PH);

apabila PH memenuhi panggilan, maka akan dilakukan wawancara yang
menyangkut jumlah utang, apabila PH melakukan pelanggaran maka akan

diterbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN);
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6. berdasarkan PJPN, PUPN akan melaksanakan penagihan piutang negara kepada
PH dengan Surat Paksa (SP);

7. apabila PH/PjH tidak memenuhi ketentuan SP, maka PUPN akan menertbitkan
Surat Perintah Penyitaan (SPP) terhadap barang jaminan dan/atau harta kekayaan
lain. SPP tersebut akan ditindaklanjuti oleh Jurusita Piutang Negara dengan
menggunakan berita acara penyitaan; dan

8. apabila debitur tetap tidak menyelesaikan hutangnya kepada negara, maka tahap
pengurusan akan ditingkatkan ke arah lelang barang jaminan dan/atau herta

kekayaan lain milik PH yang telah disita.

2.5 Kantor Pelaksanaan Kekayaan Negara dan Lelang

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) merupakan satu-
satunya pelaksana kegiatan dan lembaga jasa lelang milik negara. KPKNL adalah
instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah
tanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah, sedangkan Kantor Wilayah
bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada dibawah
Kementerian Keuangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.
102/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara juga mempunyai
unit kerja vertikal yang tersebar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 17 Kantor
Wilayah dan 70 KPKNL.

KPKNL mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan
negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Namun, secara garis besar bertugas
mengelola dan menginventaris seluruh kekayaan negara dan menyelenggarakan
Lelang yang bersumber dari aset-aset negara ataupun aset pihak swasta yang
dimohonkan lelang secara sukarela. Di samping itu KPKNL masih tetap
menyelesaikan tugas yang belum tuntas yaitu penagihan terhadap piutang negara dan

menyelenggarakan lelang terhadap barang jaminan dari piutang tersebut.
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BAB I111
GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Latar Belakang Sejarah
3.1.1 Sejarah KPKNL

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Rahun 1945, pemerintah menggulirkan
program pemberian pinjaman dana untuk kredit bagi pengusaha kecil dalam rangka
mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat pasca penjajahan. Kebijakan ini
digariskan oleh Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang didirikan olehn Muhammad Hatta
pada tahun 1946. Dalam perkembangannya pinjaman dana yang diberikan oleh
pemerintah tidak dapat dikembalikan tapat pada waktunya, bahkan dana tersebut
menjadi kredit macet. Apabila keadaan tersebut tidak dilakukan langkah pengamanan,
maka dikhawatirkan akan sangat merugikan keuangan dan kekayaan negara yang
selanjutnya akan memperlambat pertumbuhan perekonomian negara. Atas dasar
pertimbangan tersebut dan mengingat sistem penyelesaian pekara yang ada pada saat
itu berdasarkan Pasal 195 HIR tidak mampu melakukan pengamanan terhadap
keuangan dan kekayaan negara, maka berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Pusat
Kepala Staf Angkatan Darat Nomor KPTS/Perpepu/0241/1958 tanggal 6 April 1958
dibentuk Panitia Penyelesaian Piutang Negara (P3N) dengan tugas melakukan
penyelesaian piutang negara dengan cara melakukan Parate Eksekusi (melakukan
sendiri putusan-putusan seperti surat paksa, sita, lelang, dan keputusan hukum lainnya
tanpa harus meminta bantuan lembaga peradilan).

Berdasarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, negara Indonesia
kembali ke keadaan tertib sipil yang dimulai pada tanggal 6 Desember 1960. Dalam
situasi tertib sipil tersebut, maka dasar hukum yang memayungi Keputusan Perang
Pusat (Undang-Undang Dasar Sementara 1950) menjadi tidak berlaku lagi. Oleh
karena itu, seluruh Keputusan Penguasa Perang Pusat tersebut dicabut, maka

dipandang untuk perlu menyusun suatu ketentuan pengganti yang dapat

14
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mempertahankan eksistensi tugas dan kewenangan pengurus piutang negara yang
cepat dan efisien.

Tahun 1971 penyerahan piutang negara yang berasal dari kredit investasi
cukup banyak, namun struktur organisasi dan sumber daya manusia PUPN terbatas.
Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 dibentuk
Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dengan tugas mengurus penyelesaian piutang
negara, sedangkan PUPN yang merupakan panitia interdepartemental hanya
menetapkan produk hukum dalam pengurusan piutang negara. Sebagai penjabaran
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tersebut, maka Menteri Keuangan
mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 517/MK/IV/1976 tentang susunan organisasi
dan tata kerja BUPN, dimana tugas pengurusan piutang negara dilaksanakan oleh
Satuan Tugas (Satgas) BUPN.

Meningkatnya piutang negara yang pengurusannya diserahkan kepada BUPN
menandakan semakin banyaknya piutang negara yang bermasalah (macet). Piutang
negara yang bermasalah berasal dari perbankan yang mempunyai agunan maupun non
perbankan. Untuk mengatasi permasalahan tesebut, pemerintah memandang perlu
mengeluarkan suatu kebijakan guna mempercepat proses pelunasan Piutang Negara.
Untuk itu diterbitkanlah Keputusan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang
menggabungkan fungsi lelang dan seluruh aparatnya dari lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak ke dalam struktur organisasi BUPN guna mempercepat proses
pelunasan piutang negara. Sehingga terbentuklah organisasi baru yang bernama Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Sebagai tindak lanjut dan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991, Menteri
Keuangan memutusakan bahwa tugas operasional pengurusan piutang negara
dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N), sedangkan
tugas operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara (KLN). Selanjutnya
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001,
BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara
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(DJPLN). Untuk menyesuaikan tugas dan fungsi pada kantor operasional, maka
Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) dan Kantor Lelang Negara
(KLN) dilebur menjadi satu dengan nama Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang
Negara (KP2LN). Penyatuan ini dikukuhkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 425/KMK.01/2002 tanggal 2 Oktober 2002 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor
Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.

Tahun 2006 terjadi penataan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan
dimana fungsi Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang digabung dengan
fungsi Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan lelang dugabung dengan fungsi
Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Penglolaan Barang Milik/Kekayaan Negara
(PBM/KN), sehingga Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN)
berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Peraturan
Preiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden
Nomo 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eseleon | Kementerian
Republik Indonesia. Dengan adanya perubahan organisasi tersebut, maka KP2LN
berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara dan penilaian sesuai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisaasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Hal ini
merupakan salah satu hasil Reformasi Birokasi yaitu penyatuan fungsi-fungsi yang
sejenis ke dalam satu unit Eselon 1.

Unit kerja Kantor Pusat DJKN terdiri dari 8 unit eselon Il, yaitu: Sekretariat,
Direktorat Barang Milik Negara, Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat
Piutang dan Kekayaan Negara Lain-Lain, Direktorat Penilaian, Direktorat Pengelolaan
Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Direktorat Lelang, dan Direktorat Hukum dan
Hubungan Masyarakat. Selain itu, DJKN juga mempunyai unit kerja vertikal yang

tersebar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 17 Kantor Wilayah dan 70 KPKNL.
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3.1.2 Sejarah KPKNL Jember

Pada tahun 1991 didirikan kantor bernama Kantor Pengurusan Piutang Negara
(KP3N) Jember, yang menyelenggarakan tugas dan fungsi mengurus piutang negara.
Sebagai kantor yang baru terbentuk, sarana dan prasarana yang dimiliki sangat
terbatas. Kantor masih menyewa (JI. Mastrip No. 79, Jember), minim sarana
transportasi serta sumberdaya manusia, Namun demikian, semangat kami tetap tinggi
untuk melayani pengguna jasa, dalam hal ini melaksanakan pengurusan piutang macet
yang diserahkan oleh Bank-bank Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara dan
Daerah, serta instansi Pemerintah.

Tahun 2002 nama KP3N diubah menjadi KP2LN atau Kantor Pelayanan Piutang
dan Lelang Negara. Dengan perubahan ini, tugas dan fungsinya bertambah, yaitu
selain memberikan pelayanan pengurusan pitang negara macet, juga melayani lelang.
Pengguna jasa KP2LN meliputi Instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik
Negara/Daerah, Badan hukum Swasta dan Perorangan. Tahun 2005 KP2LN Jember
memperoleh dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membangun
gedung kantor.

Tahun 2006 kembali terjadi reorganisasi dan sekali lagi terjadi penambahan 2
(dua) tusi sekaligus, yaitu pengelolaan kekayaan negara dan penilaian. Namanya pun
berubah menjadi Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Pengguna
Jasa KPKNL meliputi Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Pemerintah
Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Hukum Swasta dan Perorangan.
Penambahan tusi ini juga diikuti dengan perbaikan sarana/prasarana. Saat ini kami
menempati gedunng kantor sendiri, sarana transportasi lebih dari cukup dan juga
tersedia fasilitas rumah dinas bagi Kepala Kantor, Kasubbag Umum dan Para Kepala
Seksi, serta mess karyawan. Hal ini semakin memacu kami untuk bekerja lebih giat
untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknuya kepada pera pengguna jasa.
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3.2 Visi dan Misi KPKNL
Visi :
menjadi pengelola kekayaan negara, piutang negara dan proses pelelangan yang
profesional dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat.
Misi :
1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengelolaan, dan efektifitas
pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam
berbagai keperluan penilaian;
4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparasi, dan
akuntable; dan
5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, dan akuntable, adil dan
kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan

bersama.

3.3 Struktur Organisasi
Struktur Organisasi merupakan satu kerangka yang dapat menunjukkan

segenap tugas pekerjaan dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi. KPKNL Jember
mempunyai Tugas Pokok dan fungsi berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 31 Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor
Pelayanan Piutang dan Lelang yaitu :
1. Tugas Pokok KPKNL menurut pasal 30 yaitu :

KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara,

penilaian, piutang negara, dan lelang.
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2. Tugas Pokok KPKNL menurut pasal 31 yaitu :

a.

Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan
negara;
Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta

penghapusan kekayaan negara;

Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang
jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung
utang/penjamin utang;

Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu,
dan/ atau penjamin utang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang
negara;

Pelaksanaan pelayanan penilaian;

Pelaksanaan pelayanan lelang;

Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan
lelang;

Pelaksaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan
kemampuan penanggung utang atau penjamin utang dan eksekusi barang
jaminan;

Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung utang atau
penjamin utang serta harta kekayaan lain;

Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;

Invertarisi, pengamanan, dan penyadagunaan barang jaminan;

Pelaksana pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang

negara dan lelang; dan

. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan

lelang.

Susunan organisasi KPKNL Jember berdasarkan Pasal 32 Keputusan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.01/2008 terdiri dari :
1. Subbagian Umum;
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Seksi Administrasi Kekayaan Negara;
Seksi Pelayanan Penilaian;

2

3

4. Seksi Piutang Negara;
5. Seksi Pelayanan Lelang;

6. Seksi Hukum dan Informasi; dan

7. Seksi Kepatuhan Internal.

Gambaran struktur Organisasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Jember seperti pada gambar 3.1 sebagai berikut :

Kepala
Kantor
|| Sub Bagian
Umum
Pengelolaan | .. | ' | '
enge0’dan | pejayanan Piutang | Pelayanan Hukum dan | Kepatuhan
Kekayaan Penilai X
Negara enilaian Negara Lelang Informasi Internal

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) Jember.
Sumber : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, Tahun
2018

3.4 Kegiatan Pokok
Kegiatan Pokok pada Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan Lelang
(KPKNL) berdasarkan pasal 33 adalah sebagai berikut :
1. Kepala Kantor
Kepala KPKNL memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
a. bertanggungjawab terhadap hasil keputusan piutang dan lelang Negara kepada
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN); dan
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memberikan pengarahan kepada setiap kepala seksi agar menjalankan
fungsinya sesuai dengan prsedur petunjuk pelaksanaan lelang pengaturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia.

2. Bagian Umum

melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga;
pengkoordinasian penyelesaian temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan
fungsional;

penyiapan bahan penyusunan rencana strategik dan laporan akuntabilitas; dan
penatausahaan, pengamanan dan pengawasan barang milik negara di
lingkungan KPKNL.

Bagian umum menyelenggarakan fungsi:

a.
b.
C.
d.

pelaksanaan penyusunan rencana strategik dan laporan akuntabilitas;
pelaksanaan urusan kepegawaian;
pelaksanaan urusan keuangan; dan

pelaksanaan urusan tatausaha dan rumah tangga.

3. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas dan wewnang sebagai
berikut :

a.

b.
C.
d.

melakukan penyiapan bahan penetapan status penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan;

bimbingan teknis;

pengawasan dan pengendalian; dan

penatausahaan dan penyusunan daftar barang milik negara/kekayaan negara.

Seksi pengelolaan Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan,
pengawasan, pengendalian, pemantauan barang milik negara/kekayaan negara;
penyiapan bahan bimbingan teknis penatausahaan, akuntansi, dan penyusunan

daftar barang milik negara/kekayaan negara; dan
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penyiapan  bahan  penetapan  status  penggunaa, pemanfaatan,
pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara/kekayaan negara.

4. Seksi Pelayanan Penilaian

Seksi Pelayanan Penilaian mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a.
b.

C.

melakukan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan;

survei pendahuluan;

pengumpulan dan analisis data;

penerapan metode penilaian;

rekonsiliasi nilai serta kesimpulan nilai dan laporan penilaian untuk
kepentingan penilaian kekayaan negara, sumber daya alam, riil properti,
properti khusus dan usaha; dan

penilaian atas permintan Badan Hukum Pemerintah dan Penilaian terhadap
obyek-obyek penilaian yang diamanatkan oleh Undang-Undang atau Peraturan

Pemerintah.

Seksi pelayanan penilaian menyelenggarakan fungsi :

a.

d.

penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan dan laporan penilaian;

penyiapan bahan penyusunan, pengolahan basis data di bidang penilaian;
penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kualitas panilai;
dan

penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian.

5. Seksi Piutang negara

Seksi Piutang Negara mempunyai tugas dan wewenang sebagai beikut :

a.

melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta
pemeriksaan kemampuan penanggung hutang dan/atau harta kekayaan lain;
pemberian pertimbangan keringanan hutang;

pengusulan dan pelaksanaan paksa badan;

penyiapan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara;

inventariasi piutang negara;
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pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang;
inventarisasi, registrasi, pengamanan, pendayagunaan; dan

pemasaran barang jaminan.

Seksi piutang negara menyelenggarakan fungsi:

a.

g.

pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan
penetapan, penagihan dan evaluasi pelaksanaan piutang negara;

pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan atas usul penghapusan piutang
instansi  pemerintah daerah, pertimbangan dan penetapan atas usul
restrukturisasi piutang negara;

pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan atas usul pencegahan bepergian ke
luar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara, pemblokiran surat
berharga milik penanggung;

pelaksanaan penggalian potensi piutang negara;

pelaksanaan pengurusan piutang negara;

pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan
pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan
milik penanggung utang atau penjamin utang; dan

pelaksanaan monitoring pengurusan piutang negara.

. Seksi Pelayanan Lelang

Seksi pelayanan lelang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut;

b.

o o

o Q@ o

melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang dan dookumen obyek
lelang;

penyiapan dan pelaksanaan lelang;

penyusunan risalah lelang;

pembukaan verifikasi dan penatausahaan risalah lelang;

pembukuan penerimaan hasil lelang;

pembuatan salinan;

petikan dan grosse risalah lelang;

penggalian potensi lelang; dan
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pelaksanaan superintendensi Pejabat Lelang.

Seksi Lelang menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, panggilan potensi
dan pengembangan lelang serta verifikasi dan penatausahaan risalah lelang;
penyiapan bahan pengawasan lelang;

pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang;
pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang; dan

penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan Profesi Pejabat

Lelang dan Jasa Lelang.

. Seksi Hukum dan Informasi

Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas dan wewenanag sebagai berikut:

a.
b.
C.
d.

e.

melakukan registrasi dan pentatausahaan berkas kasus piutang negara;
pencatatan surat permohonan lelang;

penyajian informasi;

pemberian pertimbangan dan bantuan hukum kekayaan negara,
penilaian, piutang negara, dan lelang; dan

Verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

Seksi hukum dan informasi menyelenggarakan fungsi :

a.

penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum,
penelahan hukum, serta penanganan perkara di bidang kekeayaan Negara,
penilaian, pengurusan piutang Negara dan lelang;

penyiapan bahan bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang kekayaan negara, penilaian, piutang Negara dan lelang;

pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang Negara dan lelang;

penyiapan bahan bimbingan teknis registrasi dan pentatausahaan berkas
pengurusan Piutang Negara;

pelaksanaan pengelolaan data, dan penyajian informasi di bidang kekayaan
Negara, penilaian piutang Negara dan lelang;

pengawasan implementasi sistem aplikasi; dan
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g. pelaksanaan pengelolaan jaringan komunikasi data.
8. Seksi Kepatuhan Internal
Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
a. melakukan pemantauan pengendalian intern;
b. melakukan pengelolaan kinerja, pengelolaan resiko;
c. kepatuhan terhadap kode etiik dan disiplin;
d. menindaklanjuti hasil pengawasan;
e. perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis; dan
f. verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
Seksi hukum dan informasi menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang kekayaan negara, penilaian, piutang Negara dan lelang;
b. penyiapan bahan bimbingan teknis registrasi dan pentatausahaan berkas
pengurusan Piutang Negara;
c. pengawasan implementasi sistem aplikasi; dan

d. pelaksanaan pengelolaan jaringan komunikasi data.

3.5 Kegiatan Yang Dipilih

Piutang Negara merupakan salah satu bidang yang ada pada Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember. Adapun alasan bagi penulis memilih
kegiatan Piutang Negara adalah sebagai pembahasan penulisan Laporan Praktek Kerja
Nyata untuk memberikan wawasan yang berkaitan dengan Piutang Negara sehingga
pembaca juga akan memahami kegiatan apa saja yang dilakukan penulis di dalam
bidang Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) Jember.

Bagian Piutang Negara mempunyai tugas untuk melaksanakan bimbingan
teknis, penggalian potensi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang

negara, pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan piutang instansi
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pemerintah daerah, pencegahan ke luar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang

negara, serta pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang

jaminan yang tidak ditemukan milik penanggung utang atau penjamin utang.

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah

Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat

perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku atau akibat lainnya yang sah. Pengurusan piutang negara dilaksanakan dengan

dasar hukum Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan

Piutang Negara. Berikut ini merupakan proses pengurusan piutang negara :

1¢
2.

menyerahkan surat penyerahan piutang negara kepada KPKNL;

KPKNL akan melakukan penelitian atas kasus piutang negara tersebut, yang
dinamakan Resume Hasil Penelitian Kasus (RHPK);

RHPK dapat diterima atau tidak, apabila dapat diterima maka akan diterbitkan
Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) oleh Panitia Urusan
Piutang Negara (PUPN);

setelah SP3N diterbitkan, maka KPKNL akan melakukan panggilan kepada
Penanggung Hutang (PH);

apabila PH memenuhi panggilan, maka akan dilakukan wawancara yang
menyangkut jumlah utang, apabila PH melakukan pelanggaran maka akan
diterbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN);

berdasarkan PJPN, PUPN akan melaksanakan penagihan piutang negara kepada
PH dengan Surat Paksa (SP);

apabila PH/PjH tidak memenuhi ketentuan SP, maka PUPN akan menertbitkan
Surat Perintah Penyitaan (SPP) terhadap barang jaminan dan/atau harta kekayaan
lain. SPP tersebut akan ditindaklanjuti oleh Jurusita Piutang Negara dengan
menggunakan berita acara penyitaan; dan

apabila debitur tetap tidak menyelesaikan hutangnya kepada negara, maka tahap
pengurusan akan ditingkatkan ke arah lelang barang jaminan dan/atau herta

kekayaan lain milik PH yang telah disita.
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Pengurusan Piutang Negara ditunjukkan agar Piutang Negara tertagih secara
tepat waktu sesuai koridor hukumnya serta kekayaan negara dapat dikelola secara taat

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB V
KESIMPULAN

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilakukan di Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, penulis banyak

mendapatkan ilmu mengenai pengurusan piutang negara dan berdasarkan pembahasan

pada bab sebelumnya maka penulis dapat memberikan kesimpulan antara lain :

1.

Pelaksanaan administrasi piutang negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL) Jember meliputi penyerah piutang melakukan surat
penyerahan kepada KPKNL untuk diurus kepengurusannya, setelah itu PUPN
melakukan Resume Hasil Penelitian Kasus (RHPK) yang dilanjutkan dengan
melakukan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) setelah SP3N
diterbitkan maka PUPN akan melakukan Panggilan | dan 1I, dan setelah
melakukan Panggilan | dan Il maka akan diterbitkan surat Penetapan Jumlah
Piutang Negara (PJPN), kemudian akan dilakukan Surat Paksa (SP) untuk
Penanggung Hutang dan akan dilakukan penyitaan untuk nantinya barang jaminan
akan dilelang dan kemudian akan terjadi pelunasan.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata adalah merekap
Berkas Kasus Piutang Negara, mencatat nota dinas, mengejakan penyampaian
konsper surat paksa, mengerjakan SP3N, mengerjakan PJPN, dan menyerahkan

berkas Piutanag Negara.

52
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LAMPIRAN A. PROSEDUR PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
BPJS KETENAGAKERJAAN

A.1 Contoh Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Negara

Nomor 1 BIBI32 ng2017 2
Lampiran : 1 set Jember, 1% Juni 2017

Kepada Yth,
Kepala Kantor KPKNL
JI. Slamet Riyadi 344 A Patrang Jember

Perihal : Penyerahan Pengurusan Piutang Kontijensi atas nama Kas\H DEPOT

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 1960 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang
Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Mentert keuzngan Nomor 48/PMK.06/2014 jo. Surat Edaran Direktur Jenderal
Kekayaan Negara Si-01/KN/2014 tentang Pengurusan Piutang PT Askes (Persero), PT Asabri
(Persero), PT Jamsostek (Persero), dan PT Taspen (Perserc) pasca pembentukan Badan
Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS)

Bersama ini kami menyerahkan Piutang Kontijensi atas nama KasiH DEPOT dengan
rincian dan jumlah hutang sebagai berikut:

Hutang Pokok . Rp. 6,970,567.44
Denda : Rp. 932,808.50 +

Total .Rp. 7,903,375.49°

g4

n, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Demikian kami sampaikal

Dwi Pup Actotik
Kepala Kanor Cauang

A T S I AL T TR Y T —————

| Tembusan:
« Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur

AL/PP.0.01
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A.2 Contoh Tanda Terima Penyerahan Pengurusan Piutang Negara

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDICRAL KEKAYAAN NEGARA

y KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR

/KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Jalan Samgl Hgad d4e A Parang Jember 68717 .
Teip (0331) 478758 428759 Faky (0331) 428760 weDste wee aphnjgmoel N OLD
(0321) 428760 weDBIE W hyhni@mies g o0 d

TANDA TERIMA .
PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
Nomor : %, /WKN. 10/KNL.0401/2017

Pada hari ini, Jum'at tanggal 16 bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas.
telah diterima dan BPJS Ketenaga Kerjaan cabang Jember Surat Penyerahan
Pengurusan Piulang Negara atas nama : kAsin Depot, JI. Gajah Mada 01, Jembef-
Surat Penyerahan Nomor B/8132/062017 tanggal 15 Juni 2017 . benkut terlampir
berupa .

1 Surat Penyerahan Pengurusan Piutang

2 Resume Penyerahan Pengurusan Piutang
3 Surat Pembentahuan Tunggakan atau Denda
4 Foto Copy Bukli Pembuatan Tagihan PNBP
5 Foto Copy Penanggung Hutang
Har Mulyono
NIP 196403121992012 000 |
gu‘}-"' 5

v Prowes LWk et

€€ utes ’»‘knh a—,
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A.3 Contoh Resume Penyerahan Penurusan Piutang Negara

RESUME PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG

1. i
2 genverah Piutang : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember.
3 porat Penyerahan :Nomor B/ /062017
- Fenanggung Hutang : KASiH DEPOT
JIn Gajah Mada ©1 Jember
4. Jumlah Penyerahan :
Hutang Pokok “Rp. 6970,567.44
Denda “Rp. 932,808.50 +
Total “Rp. 7,903,375.49
5. Dasar hukum terjadinya hutang : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011 beserta seluruh
peraturan turunannya.

6. Piutang dinyatakan macet sejak bulan Januari 2016 sampai Juni 2017

7. Usaha penanggung hutang
a. Jenis usaha : Perdagangan Makanan
b. Keadaan usaha saat ini  : Kegiatan usaha aktif

8. Informasi penting lainnya/permasalahan :
e Sebab kemacetan :
Tidak ada kesadaran membayar iuran.
¢ Upaya Penanganan :
a. Telah dikirimkan Surat Tunggakan luran Pertama tanggal 16 Maret 2017
b. Telah dikirimkan Surat Tunggakan luran kedua tanggal 20 April 2017
c. Telah dilakukan Pengawasan lapangan oleh Petugas Pemeriksa tanggal 15 Mei
2017 bertemu dengan Pemilik Usaha bernama Bpk Supangat, Kemudian yg
bersangkutan melakukan pelaporan Tenaga Kerja yang telah berhenti tapi tidak
melaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Piutang di Koreksi Ulang sesuai laporan
dari Pemilix Usaha. Dan berkomitmen untuk membayar
d. Telah dikirimxan Surat Pemberitahuan Hasil Pengawasan tanggal 19 Mei 2017,
e. Sampai saat ini belum ada respon dari KASIH DEPOT

ti

9. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan tersebut di atas belum
membuahkan hasil, dan piutang KASIH DEPOT saat ini telah dikategorikan dalam piutang
kontijensi.

Yy RN
s

aleni gyl

- -

Dwi Puj Astutie
Kepala Kantor Cabang
AL/PP.0.01
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A.4 Contoh Rincian Tunggakan dan Denda luran Penanggung Hutang
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i Tunggakan dan Denda Iuran Perusahaan Peserta

Periode : Juni 2017

Kantor Cabang
NPP / Divisi :NO3
Nama Perusan 1 15082774 / 000
ahaan J¥esihpepot
NO| BULANTAHUN | JUMLAHIURAN = | UMURPIUTANG | ' DENDA |~ JUMLAH TUNGGAKAN
1] 012016 382,066.80 5 114,620.04 90,6868
2] 022016 382,006.80 14 106,978.70 489,045.50
3 03-2016 382,066.80 13 99,337.37 481,404.17
: 04-2016 382,066.80 12 91,696.03 473,762.83
3 05-2016 332:066.30 11 84,054.70 466,121.50
6 07-2016 382,006.80 10 76,413.36 458,480.16
7 08-2016 382,066.80 9 68,772.02 450,838.82 |
8 08-2616 382,066.80 8 51,130.69 443,197.49
9 10-201% 382,066.80 7 53,489.2% 435,556.15
10 11-2015 382,066.80 6 45,848.02 427,914.82
11 122016 . 382,066.80 5 18,206.68 420,273.48 |
12|  01-2017 461,305.44 4 36,904.44 498,209.38
13|  02-2017 461,305.44 3 27,678.33 488,383.77
14| 03-2017 461,305.44 2 18,452.22 4?9,35?.5.5
15 04-2017 461,305.44 1 9,226.11 4??,,31..,,.
16|  05-2017 461,305.44 ﬂﬁ;,SOEﬁ\
17|  06-2017 . 461,305.44 461,305.44
TOTAL 6,970,567.44 932,808.05 7.903,37:5&%
SISA IBR
TOTAL TUNGGAKAN 7,903,375.49 |
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A.5 Contoh Penerimaan Pengurusan Piutang Negara

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
CABANG JAWA TIMUR

JalanSlametRyad No 144 A Jember 68111

Telopon G331 - 428753, 428738 Faksurall 0331~ 426760

Nomor 'SPIN- 30 /PUPNC.18.04/2017 jt wdld
Sitat Biasa
Hal

:Penerimaan Pengurusan Piutang Negara

¥th. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (8PJS) Ketenagakerjaan
Jalan Letjend. Sutoyo No 15 A
Jember
rahkan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Piutang Negara Yaoe, sauc;and::gan ini
pengurusannya dengan surat Nomor - B/8132/062017  tanggal 15 o W Timur dapat
diberitahukan bahwa Panitia Urusan Pwtang Negara (PUPN) Cabisn TS '-
menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara atas nama e

1. HutangPokok ‘Rp. 6.970.567,44
2. Bunga : Rp. 0,00
3. Denda :Rp. 932.808,50
4. BebanlLainnya :Rp. 0,00
Jumlah “Rp. 7.903.375,94
5 ii ima
Terbilang . (Tujuh juta sembilan ratus tiga ribu tiga rotus tujuh puluh i

94/100% rupiah)

pengurusan Piutang Negara
penyelenggaraannya
Jalan Slamet

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka
beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur yang
dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember,
Riyadi No. 344 A Jember.

Atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua Panitia
. __ Anggota PUPN Cabang Jawa Timur

2 Z
. : il
Budliono

c o b
2 E_&EW‘%SMG 1983021 0o ,,\

S
Ternbusan :
1. Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur
Selaku Ketua PUPN Cabang Jawa Timur;
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jember
Jalan Letjend. Sutoyo No. 15A Jember;
3. Kepala KPKNL Jemberu.p. :
a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi;
b. Kepala Seksi Piutang Negara.

o, Ayd.1 06/2017 eks

58



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

A.6 Contoh Surat Panggilan

——

ESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPEENLIL'EG!S?[:ON
. DIREKTORAT JENDERAL KE MUR JE
) KANWIL DJKN J o
/ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELAN

MBER

No 344 A Jember 818

1
giunile (0331) 428760

JalnnSlumetRiyadi
Telepon (0331) 428758, 428759 Fak

" juni 2017

Y o A
N_omor : S- 813 /WKN.10/KNL.04/2017 <&
Sifat : Segera

Hal : Panggilan

Yth. Pimpinan ¥AS‘H Depot
Jalan Gajah Mada No. 01
JEMBER

) i 8PJS)
Dengan ini diberitahukan bahwa Badan Penyelenggard A2l ‘SOZ';:IU (telah
Ketenagakerjaan dengan surat Nomor B/8132/062017 tanggal 15 JFl’jl:J"Cabalng Jawa
menyerahkan pengurusan piutang Negara atas namd Riski Depot kepada PU ra dan Lelang
Timur yang pengurusannya diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Neg?
(KPKNL) Jember. tuk
sehubungan . dengan hal tersebut diatas, kami minta kehadiran saudara uf
mempertanggungjawabkan penyelesaian Piutang Negara dimaksud pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Juli 2017
Pukul : 09.00 - 15.00 WIB
Tempat : KPKNL Jember

JI. Slamet Riyadi No. 344 A Jember
Menghadap : Kepala Seksi Piutang Negara
g harus diselesaikan ditambah Biaya
ai PP Nomor 1 tahun 2013 tentang
k yang Berlaku pada Kementerian

Sesuai ketentuan yang berlaku, jumlah hutang yan
Administrasi Pengurusan Piutang Negara dengan tarif sesu
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Paja

Keuangan.
Apabila Saudara menyelesaikan hutang dalam jangka waktu paling lama 6 {enam) bulan

sejak Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) diterbitkan, akan dikenakan biaya
administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar 1% (satu persen) dari sisa hutang yang wajib
dilunasi. Setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sejak SP3N diterbitkan akan dikenakan biaya
administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari sisa hutang yang wajib dilunasi. Pembayaran
dilakukan melalui rekening Bank Mandiri Cabang Jember Alun — alun Nomor : 143-0093013165
atas nama Bendahara Penerimaan KPKNL Jember.

Demikian, agar mendapatkan perhatian Saudara.

Kepala_Kantor

]

g )
&Jdl’ﬂﬁ'or )
%NJP 196504i61993 02 [ co | f

N

Tembusan :

1. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jember
Jalan Letjend. Sutoyo No. 15 A Jember ;

2. Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Jember;

3. Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL Jember.

No. Kegister : 2017.06.0000
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A.7 Contoh Resume Hasil Penelitian Kasus

A S TR - B S T

1A
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK IN:AONES
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYMP‘J":;(::
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA MSER
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JE

JEMBER 06111

A GLAME T RivADI NOMOR 344 &
. LE (Y1) 428700

TEUE RN (011 4R R 425798 FAK O

RESUME HASIL PENELITIAN KASUS
Nomor RHPK - 30 /MWKN 10/KNL 04 04/2017

al (BPJS} Ketenagakerjaan

1 Penyerah Putang Badan Penyalenggara Jaminan Sosi
2 Surat Penyorahan B/B132/062017 tanggal 15 Junt 2017
3 Penanggung Hulang
a Nama ¥ hDepot
b Alamat Jalan Gujah Mada No D} Kabupalsn Jember
4. Jumiah Panyerahan Dalam Rung
Hutang Pukok Rp 6070 567 44 US$
Bunga Rp - uss
Danda Rp 932 808 50 uUss
QOngkos/Beban lain Rp - M
Total Rp 7803 37594 Sy BN =y
5 Dasar Hukum teradinya hutang Ferjpan Kreut Nomor

6. a  Pulang dinyatakan macet sejak langgal  sejak Januan 2016
Jumiah Piulang pada saal dinyalakan macet

Dalam Pupiah _DalemVales ________———
Hulang Pokok Rp 6 870 567 44 uss
Bunga Rp - uUss
Denda Rp 932 808,50 uss
QOngkos/Beban lain Rp - uUs$
Total Rp 7 903 37594 Uss
7. Jaminan Hutang
a tdak ada
8 Usaha Penanggung Hutang
a Jens Usaha - Perdagangan Makanan
b Keadaan Usaha Saalini Akul
9. Informasi Penting Lainnya / - beberapa kali telah r ih dan sampai deng saat ini idak ada kesadaran

membayar iuran
. Ada dan besainya hutang telah past menurut hukum dan da
lebih lanjut

Permasalahan
10 PendapatSalan

pat diproses.

Jember, (O Juni 2017

Kepala Seksi

Pgmbuat

w\w,

Ekh Puji Rahayu
QNIT 19741201 199703 2 001

Erwin Mauldna Muhammad
NIP 19770320 200212 1 002

snggpery hpkn! emberresumel WOZ2017
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A.8 Contoh Panggilan Terakhir

\EMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Jf KANWIL DJKN JAWA TIMUR

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

dsianSmmatiysd No Y4 & Jember 68111 T80
Telepon (0331, 426758, 428759 Farsanie (0331) 428

N:}r‘nor 'S IKYWKNAO/KNLOa/2017 T 09 Agustus 2017
Sifat :Segera
Hal - Panggilan Terakhir

Yth. Pimpinan kasii Depot

Jalan Gajah Mada No. (1
IEMBER

Dengan ini kami ingatkan bahwa Saudara tidak memenuhi ketentuan Surat Panggilan
kami Nomor :

; 5-812/WKN.10/KNL.04/2017 tanggal 20 Juni 2017. Oleh karena itu, Saudara
diminta hadir guna mempertanggungjawabkan penyelesaian hutang Saudara pada :

Hari : Selasa
Tanggal 15 Agustus 2017
Pukul x

09.00 - 15.00 wis
Tempat : KPKNL Jember

JI. Slamet Riyadi No. 344 A Jember
Menghadap Kepala Seksi Piutang Negara

e
©llan yang berlaku, jumlah hutang yang harus diselesaikan ditambah Biaya
Administrasi Pengurusan Piutang Negara dengan tarif sesuai PP Nomor 1 tahun 2013 tentang

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian
Keuangan.

Sesuai ko

Apabila Saudara menyelesaikan hutang dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) diterbitkan, akan dikenakan biaya
administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar 1% (satu persen) dari sisa hutang yang wajib
dilunasi. Setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sejak SP3N diterbitkan akan dikenakan biaya
administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari sisa hutang yang wajib dilunasi. Pembayaran

dilakukan melalui rekening Bank Mandiri Cabang Jember Alun — alun Nomor : 143-0093013165
atas nama Bendahara Penerimaan KPKNL lember,

Demikian, agar mendapatkan perhatian Saudara.

Kepala Kantor
‘__"‘“‘Kb
Budione .

S
quP 195048199300 100 .
P Tembusan :

1. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jember
Jalan Letjend. Sutoyo No. 15 A lember ;
2. Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Jember;

3. Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL Jember,
No. Register © 2017.07.0030
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A.9 Contoh Penetapan Jumlah Piutang Negara

N R ——

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

——————

CABANG JAWA TIMUR

Jalan Sinrel Rt Mommor 144 A Jember 68111

__Teiepon_ (0331) 428758 428759 Faksinun . (0331) 428760

UR
KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIM

NOMOR . PJPN- 2%, /PUPNC.18.04/2017

TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA

ATAS NAMA : kasiH DEPOT

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR

egara
Bahwa sesuai dengan Surat Penerimaan Pengurusan PllylanZGm?N n?ak.a
Nomor - SP3N-30/PUPNC 18 04/2017 tanggal 04 Sf“j bEpQT peralih
kewenangan pengurusan Piutang Negara atas nama F-A L
kepada Panttia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur,
Bahwa kA= DEPOT tidak memenuhi uni
1. Surat Panggilan Nomor - S-812/VWKN.10/KNL.04/2017 tanggal 20 J
2017, al
2. Surat Panggilan Terakhir Nomor : S-1069/AVKN 10/KNL 0&!82;3;:‘;“::"99
09 Agustus 2017, sehingga tidak dapat dibuat [ ornysiggn Surat Plaltsa,
Bahwa sebagai dasar untuk melakukan penagihan dengan u-m a telah
perlu menetapkan jumiah Piutang Negara yang adanya dan besarny
pasti menurul hukum yang waijib dilunasi oleh Penanggung Hutang.

Panitia Urusan
Undang-undang Nomor 49 Perpu Tahun 1960 tentang

Pittang  Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2104); :

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang
Negara dan Badan Urusan Piutang Negara; .
Keputusan Menteri Keuangan Nomor . 61/KMK.08/2012 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara; i
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 240/PMK.06/2016 Tentang
Pengurusan Piutang Negara,

Keputusan Menter Keuangan Nomor : 58/KM.06/2017 tanggal 02 Maret
2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua merangkap Anggota
PUPN Cabang dan Anggota PUPN dan Unsur Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA
TIMUR TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA
¥ASH DEPOT;

: Jumlah Piutang Negara yang wajib dilunasi/ diselesaikan oleh KAS\~ DEPOT
kepada Negara Cq. BPJS Ketenagakenaan Jember adalah sebesar Rp
7.903.375,95 ( Tujuh juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus tujuh pulub lima
rupiah koma sembilan puluh lima sen ) dengan rincian sebagai berikut :

b.

Hutang Pokok : Rp. 6.970 567 44(Enam juta sembilan ratus tujuh
puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah koma empat puluh empat sen),

Bunga dan denda :Rp.  932.808,50 (Sembilan ratus tiga puluh dua ribu
delapan ratus delapan rupiah koma lima puluh sen),
Ongkos —ongkos Lain: Rp. 0,00 (Nihi),
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A.10 Lanjutan Contoh Penetapan Jumlah Piutang Negara
S ———"""

KEDUA

2

3.

i Kktu paling lama &
d. Apabila Saudara menyelesaikan hutang dalam ang:;?u'\zﬁg Nggara (SP3N)

(enam) bulan sejak Surat Penerimaan Pengurusan Negara
diterbitkan, akanld;kenakan biaya administrasi Pe"?“msa‘;s‘.’ms‘:?eglah Ie?wat
sebesar 1% (satu persen) dan sisa hutang yang fab-din d|kenakan biaya
waktu 6 (enam) bulan sejak SP3N diterbitkan _akanhu‘ang yang wajib
administras) sebesar 10% (sepuluh persen) dan sisa mber Alun = alun
dilunas), melalui rekening Bank Mandiri Cabang s, rimaan KPKNL
nomor : 143-0093013165 atas nama Bendahara Pene

Jember

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1:

Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur:
©ASIHDEPOT,

Jalan Gajah Mada NO 01 Jember:
Kepala BPJS Ketenagakerjaan

Jalan Letyyend Sutoyo No 15 A Jember,
Kepala Seksi Hukum dan Informasi;
Kepala Seksi Piutang Negara.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : SEo LY
a.n. Ketua Panitia, 19 wel cJid
UPN Cabang JawaTimur

N Budioné
\" N\ NIpA9eso4i81993 09T 'f

Register BKPN 2017 07 00030
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A.11 Contoh Penyampaian Konsep Surat Paksa

S ERE- - =

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
CABANG JAWA TIMUR

GBAIL

tabae Slaanat Keaddy M

el _-__l'!g_l_o‘uon (4]0 4 B8 4 e s
No C1EzoIR

s.f:m - 5- Db sPUPNC.18 00/2018

¢ - Segera

ampiran .1 (satu) set

Hai

. Penyampaian Konsep Surat Paksa

Yth. Ketua PUPN Cabang Jawa Timur

dalan Dinoyo No. 111 (GKN |i Lanta: B)

Surabaya

peserta salinanny?:

rapkan
ak/ibu tetap pan Jumiah pPiutang

Bersama im kami sampaikan konsep Surat Faksa untuk Bap
(tkan Peneta

mengingat Penanggung Hutang atas nama kAsiH GEPOT, telah diterl
Negara Nomor PiPN- 2B/PUPNC.18.04/2017, tanggel 19 September 2017

T
Adapun resume berkas kasus Piutang Negara dimaksud adalah sebagal berku

Ketenagakerjaan Cabang

1. Penyerah Putang . Badan Penyelenggara Jaminan sosal
Jember
2. Penanggung Hutang - RASIHDEPOT
3 Nomor Register BEPN : 2017.07.00030
4. Jurnlah  Puutang Negara @ Rp. 7903 376,00
Yang di seraliban .
5. Jumiah Putang Negara : Rp. 7.903.376,00 belum termasuk Blay3 Administrasi PPN (s€308!
Yang ditetapkan PP Nomor 1 Tahun 2013)
6. Jumlah Pembayaran [/ NIHIL
Angsuran sampa: dengan
Tanggal 12-02-2018
7. SaIdE::: Piutang MNegara : Rp. 7.903.376,00 belum termasuk Biaya Administrast PRI {5 S0aE
Per-12-02-2018 PP Nomor 1 Tahun 2013)
8. Uraan . diusulkan untuk diterbitkan Surat Paksa

Atas perhatian bapak, diucapkan terimea kasih.

r-\{m» qémm@%miw' .

Tembusan :
Kepala KPKNL Jember u.p. ©
- Kepala Seksi Piutang Negara;
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A.12 Contoh Penyampaian Konsep Surat Paksa

MENTERI KEUANGAN

1 TATTAOYRITAONT A
REPUDBLIK INDUN LN

B

o RAT
s FORMAT SURAT PENYAMPAIAN KONSEP PERNYATAAN BERSAMA/SU

PAKSA
| PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
i CABANG .. e
*ol an )
Tawpon PR e el
Namor - Seo0 .. (tgiminfhn).....

] Sifat :
| Lampiran : ) W
| Hal . Penyampaian Konsep . (Parnyalaan BRersama/Surat Paksa) .

Yth. Ketua PUPN Cabang
.......... e (@lamat).....

Bersama ini kami sampaikan konsep ....(Pernyaioan BersainaiSural Fahsa)....”

untuk Bapak/ibu letapkan besera salinannya, mengingat Penanggung Hutang atas nama
(nama Penanggung Hutang)..... (telah mengakui jumlah hutang dan sanggup
inenyeiesaikan hutang dalam jangka wakiu yang ditetapkanfidak memenuhi kewajiban

yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama NOMOr ................... tanggal

b ... . selelah teriebih dahulu diberi peringatan tertulis dengan surat Nomor

| tangaal . /menandatanoani Pernvataan Bersama Nomor

| tanggal .. yang hanya benst pengakuan Jumiah hulang oan tiaak

| metunaqmva/refah dlferbl!kan Penetapan Jumiah Piutang Negara Nomor ............cccoe..
| tanggal ... ).y

Adapun resume berkas kasus F‘lulang Negara dimaksud adalah sebagai berikut:
Penyerah Piutang

PenmanggungHutang @ L .
Nemer Register BYPN 1 X000 300 200000 XXX

Jumiah Piutang Negara

yang diserahkan © Rp.. ... dan/atau (mata uang asing)
Jumiah Piutang Negara

yang ditetapkan ¥ P Rp
6. Jumiah pembayaran/

| angsuran sampai dengan tanggal

bR =

o

. dan/atau (mata uang asing)

i Ro - danfatau {mata uang asing
7. Siea Piutang Negara per tanggal .. .
{=]
Rp ... dan/atau (mata vang asing)
i (mata uang asing) ..............
: i e (bens: permasalahan/saran/pendapat yang periu dikemukakan) ...........
. oét ............................................................................................................................

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih,

Anggota PUPN Cabang

|

]

¢ Tembusan NP

I Keoala KP :

| % puex KNL - u.p. Kepaia Seksi Piutang Negara

Ler= T Tem



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

LAMPIRAN B. PERMOHONAN TEMPAT PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan 37 — Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 fember 63121
Telp. {0331) 337990 — Fax (0331) 332150
Email : feb@unej.acid

Nomor : 8862/UN.25.1.4/PM/[2017 07 Desember 2017
Lampiran  : Satu Bendel
Hal : Permohonan Tempat PKN

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kabupaten Jember
JI. Slamet Riyadi No. 344A Patrang
Jember

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan
kelulusan pada Program Diploma III Ekonomi dan Bisnis para mahasiswa diwajibkan
melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin
untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan

kegiatan tersebut adalah :
'NO| NAMA NM PROG. STUDI

1. | Fatimatul Fitriyah | 150803102001 | D3 Administrsi Keuangan

2. | Malika Agustin 150803102003 ! D3 Administrsi Keuangan
3. | Shania Zulfa 150803102013 | D3 Administrsi Keuangan |
‘ 4. ! Daniel Farahan | 150803102032 j D3 Administrsi Keuangan A:
|5. | Sifa Shafira Arift 150803102047 | D3 Administrsi Keuangan 4

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : Februari 2018- Maret 2018

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Tembusan kepada Yth :

1. Yang bersangkutan;
2. Arsip
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Digital Repository Universitas Jember
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LAMPIRAN C. PERMOHONAN TEMPAT PRAKTEK KERJA NYATA DARI

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG (KPKNL) JEMBER

tidak keberatan menerima kegiatan Praktek Kerja Mahasiswa an. Sh:
mulai tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018.

Untuk selanjutnya, mahasiswa tersebut agar mengikuti
berlaku di KPKNL Jember yakni : Masuk Kantor pukul 07.30 WIB, dan Pular
17.00 WIB, setiap hari Senin s.d. Jumat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan ter
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LAMPIRAN D. DAFTAR NILAI PRAKTEK KERJA NYATA

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 - Telp. (0331) 337990 - Fac. (0331) 332150
Jember 68121

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER

| NILAI
| NO | INDIKATOR PENILAIAN ANGKA HURUF
1. | Kedisiplinan ge D%Qf tgm'ﬁ
2, | Ketertiban g& o bk
3. | Prestasi Kerja \? b4 0@@' éa&,_
4. | Kesopanan & vémf 550‘:
| 5 1 Tanggung Jawab , g 0%6? Lenk
IDENTITAS MAHASISWA :
Nama : Sifa Shafira Arifta
NIM . 150803102047
Program Studi :Administrasi Keuangan
IDENTITAS PEMBERI NILAI:
Nama : %HJ‘J{(&" araumant .
Jabatan : 76;«:&@ 5@46@‘4}' Cemam

Institusi - KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DI JEMBER.

Tanda Tangan dan

Stempel Lembaga :

PEDOMAN PENILAIAN

NO ANGKA KRITERIA

1 = 80 Sangat Baik
2. | 0-79 Baik

3. 60 - 69 Cukup Baik

4, 50- 59 | Kurang Bak |
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LAMPIRAN E. DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR

! KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Jalan Slamet Riyadi 344 A Pavang Jember {68111)
Telp (0331) 428758, 428759 Fax. (0321) 42E760 Website www kpknjjember. djkn.co.id

DAFTAR HADIR

MAHASISWA MAGANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER
DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LE LANG JEMBER

Nama : Sifa Shafira Arifta

NIM 150803102047

Jurusan ; D3 Administrasi Keuangan

Tanggal Jam Tanda Tangan ]
Datang ! Pulang "
01 Februari 2018 07.30 ‘ 17.00 T S(RW »r
_ozﬁt}ruari 2018 07.30 | 17.00 il 2 T~
05 Februari 2018 07.30 | 17.00 3 \’ILW b
" 06 Februari 2013_ 07.30 ' 17.00 ’ 4 &dl
07 Februari 2018 07.30 17.00 5 A’
08 Februari 2018 07.30 17.00 ﬂ 6 ¢ »TM/
09 Februari 2018 07.30 ‘ 17.00 T -:\W 1'
|12 Februari 2018 07.30 17.00 ,4' 8 LA
| 13 Februari 2018 07.30 I 17.00 9 ST}W P\‘
| 14 Februari 2018 07.30 | 17.00 B 10 N~
15 Februari 2018 07.30 | 17.00 " N~ -
19 Februari 2018 07.30 | 17.00 r'.l 12 \S’DJ{U‘
© 20 Februari 2018 07.30 lI 17.00 13 A
|7 21 Februari 2018 07.30 17.00 L 4 QM
22 Februari 2018 07.30 17.00 15 &f\W '
23 Februari 2018 07.30 17.00 _\ 16
26 Februari 2018 07.30 17.00 17 g(bw '{ s
|27 Februari 2018 07.30 | 17.00 i 18 G |
28 Februari 2018 07.30 17.00 19 Ljﬂw ' A

Jember. 28 Februari 2018
Pembimbing M

ng KPKNL Jember

Rahmad Basuki
IP-18790606 20050 1 103
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LAMPIRAN F. SERTIFIKAT PRAKTEK KERJA NYATA

DIBERIKAN KEPADA :

Sifa Safira Arifta

NIM .150803102047

Telah melaksanakan Magang Mahasiswa pada KPKNL Jember dalam rangka
Memenuhi Persyaratan Kelulusan pada Program Diploma III Ekonomi dan Bisnis,
terhitung mulai tanggal o1 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018.

JEMBER, 19 MARET 2018
PLH. KEPALA KPKNL JEMBER

W\
.~ YUNIANTORO SUDRAJAD
NIP 197606 23199602 1 001
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